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ABSTRAK 

lmplementasi Kebijakan Pengalihao Urusan Pengelolaan Peodidikao 
Menengah Atas dan Meneogah Kejuruan Dari Pemerintah 

Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat 

SRIYANA 

Universitas Terbuka 

Adanya pengalihan urusan penclidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi 
urusan pemerintah provinsi sehingga seluruh aset, personil dan pembiayaan 
dialihkan ke provinsi. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian, karena pada 
pasaJ 404 menyatakan bahwa serah terjma personjJ, pendanaan dan prasarana serta 
dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan dimaksud dilaksanakan paling 
lambat 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah diterbitkan. Beberapa pemasalahan terkait Implementasi 
Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari 
Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
antara lain adalah: (1) Masalah proses pengalihan personiL Masih banyak personil 
yang terlibat dalarn pengelolaan pendiclikan menengah (SMA/SMK.) baik tenaga 
pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (tata usaha, penjaga sekolah dan 
sebagainya) menolak untuk dialihkan statusnya dari pegawai Kabupaten Sintang 
menjadi pegawai Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan mereka hams 
berurusan ke ibukota provinsi yang jaraknya sangat jauh dan tentunya 
memerlukan biaya yang tidak sedikit. (2) Masalah proses pengalihan pendanaan 
dan prasarana. Sebagian besar prasarana pada jenjang penclidikan menengah 
(SMA/SMK) baik berupa bangunan gedung sekolah, tanah/lahan sekolah, 
kendaraan dinas, maupun seluruh peralatan yang ada di sekolah pengadaannya 
bersumber dari APBD Kabupaten Sintang, sehingga masih ada yang menolak 
untuk menyerahkannya. Selain itu, sistem pencatatan aset di sekolah yang kurang 
tertib menyebabkan harus dilakukan pendataan ulang kembali. Permasalahan 
lainnya adalah masih adanya aset-aset sekolah seperti lahan/tanah yang masih 
dalarn sengketa. (3) Masalah pengalihan dokumen. Pengumpulan dokumen sangat 
sulit dilakukan karena tersebar di seluruh sekolah yang ada. Bahkan beberapa 
dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dinas, tidak diketahui 
keberadaannya lagi. 

Kata Kunci: lmplementasi kebijakan, pengalibao urusan, proses 
pengalihan, pengalihan personil, pengalihan pendaoaan, serta 
pengalihan prasarana dao dokumen 
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ABSRACT 

lmplementation of the Policy Transfer of Government Middle and Vocational 
Secondary Education Management Affairs 

Sintang Regency To the Government 
West Kalimantan Province 

SRIYANA 

open University 

The transfer of secondary education (SMA I SMK I MA) affairs to the affairs of 
the provincial government so that all assets, personnel and financing are 
transferred to the province. This is important to pay attention to, because article 
404 states that the handover of personnel, funding and infrastructure as well as 
documents (PJD) as a result of the distribution of functions is carried out no later 
than 2 years after Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is 
issued Several issues related to the Implementation of Secondary Education 
Management Policy Transfer from the Sintang Regency Government to the 
Government of West Kalimantan Province include: (1) Problems with the process 
of personnel transfer. There are still many personnel involved in the management 
of secondary education (SMA I SMK.) both educators (teachers) and education 
staff (administration, school guards and so on) refusing to be transferred from 
Sintang Regency employees to West K.alimantan Province employees. This is 
because they have to deal with the provincial capital which is a great distance and 
of course requires a lot of money. (2) Problems with the process of diverting 
funding and infrastructure. Most of the infrastructure at the secondary education 
level (SMA I SMK) in the form of school buildings, school land I land, official 
vehicles, as well as all the equipment in the procurement school is sourced from 
the Sintang District APBD, so there are still those who refuse to submit it. In 
addition, the system of recording assets in schools that are lacking in order has 
caused re-data colJection. Another problem is the existence of school assets such 
as land / land which is still in dispute. (3) Problems with document switching. The 
collection of documents is very difficult because it is spread throughout the 
existing schools. Even some documents such as land certificates, BPKB of official 
vehicles, are no longer known. 

Keywords: Policy implementation, transfer of functions, transfer process, transfer 
of personnei transfer of funding, and transfer of infrastructure and documents 
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